
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas 
Penyelenggara Negara serta upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi di Iingkungan Pemerintah 
Kabupaten Klaten, diperlukan komitmen seluruh 
Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta 
kekayaannya; 

b. bahwa dalam rangka mencegah praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme dan untuk memberikan arah, landasan 
dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam 
melaporkan harta kekayaannya perlu diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana . 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATIKLATEN 
PROVINS! JA WA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR ~').. TAHUN 2023 

TENT ANG 
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KLATEN 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tam bahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6867); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 
2 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana 

~----------------------- ----------------- ---- 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Klaten. 

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 

Klaten. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Klaten. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Klaten baik yang berbentuk 

Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAlAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

MEMUTUSKAN : 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 235); 

12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Togas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 53); 



BAB III 

LHKPN 
Pasal 3 

( 1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara yang 
wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/mekanisme 
penyampaian LHKPN. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme. 

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat 

KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan 

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang 

menjalankan fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada Pemerintah 

Kabupaten Klaten. 

10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam 

bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada 

dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi 

mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, 

pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara. 

11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang 

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah. 



Pasal 4 
(1) LHKPN Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada KPK pada saat: 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat 

pertama kali menjabat; 
b. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara; 
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau 
d. masih menjabat. 

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 
pengangkatan pertama / berakhirnya jabatan / pensiun / 
pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan 
atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), adalah : 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

d. Pejabat Administrator; 

e. Pejabat pengawas pada BLP, Badan Perencanaan 

Pembn, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah, Inspektorat Daerah; 

f. Lurah; 
g. Kepala Desa; 
h. Pejabat Fungsional Auditor; 
1. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah; 
J. Direksi, pada Badan Usaha Milik Daerah; 
k. Pengelola Keprotokolan Bupati; 
I. Pengelola Keprotokolan Wakil Bupati; dan 
m. Pejabat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



,J 

BABV 
SANKS I 
Pasal 6 

( 1) Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN a tau 
tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat diberikan 
sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak 
benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 5 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi 
dilakukan oleh Inspektorat Daerah. 

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 
(2) berupa pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN 
oleh wajib LHKPN. 

(4) Laporan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana 
dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati setiap 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib 

disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali 
atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember. 

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
disampaikan dalamjangka waktu paling lambat tanggal 31 
Maret tahun berikutnya. 

(5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi 
https:/ /elhkpn.kpk.go.id/. 
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SRIRAHAYU 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
a.n SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 
u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
cap 

Oiundangkan di Klaten 
pada tanggal \1 oWl;>kr ~} 

, 
.. 

TEN, 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Klaten. 

orang memerintahkan mengetahuinya, setiap Agar 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh 
Keputusan Bupati yang mengatur tentang Kewajiban 
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara Kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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